
 

 

 

 

 
WALIKOTA BENGKULU 

PROVINSI BENGKULU 
 

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 
 

NOMOR  39  TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU                          
NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN 

TERTINGGI  PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN                      

KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BENGKULU, 

 
Menimbang 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

: bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan Dan 

Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi yang 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Bengkulu Nomor 35 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga 

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 

Tahun Anggaran 2014, maka perlu menetapkan Peraturan 

Walikota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 

Bengkulu Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga 

Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota 

Bengkulu Tahun Anggaran 2014; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091); 
 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 

Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 
 

  3. Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan  

Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4297); 
 

  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang 

Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4411); 

 



 

  6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 

Per ikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 
 

  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang 

Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 
 

  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 246); 
 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor  8  Tahun  2001 tentang 

Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001  Nomor  14, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4079); 

 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
 

  12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 

Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam 

Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 

tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang 
Dalam Pengawasan; 
 

  13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi 

Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 
 

  14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M.DAG/PER/6 

Tahun 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk 

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 474); 

 

  15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan 

/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati 

dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 664); 
 



 

  16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 

122/Permentan/SR.130/11 Tahun 2013 Tentang 

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, 
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Menteri 

Pertanian Republik Indonesia Nomor 

103/Permentan/SR.130/8 Tahun 2014 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 

122/Permentan/SR.130/11 Tahun 2013 tentang 

Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 
Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014; 

 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

  18. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 Tahun 2013 
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 

2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Bengkulu Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 35 

Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian 
Tahun Anggaran 2014; 
 

 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG     

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 
NOMOR 33 TAHUN 2013 TENTANG  KEBUTUHAN DAN 

HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK 

SEKTOR PERTANIAN KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 
2014. 

   

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu 

Nomor 33 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran 
Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota 

Bengkulu Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, 
yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 4A 
 

 Untuk menjamin kebutuhan pupuk bersubsidi 

sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, Walikota  
dapat melakukan penyesuaian kebutuhan pupuk 

bersubsidi yang telah dialokasikan oleh Pemerintah 

Provinsi Bengkulu berdasarkan lokasi, jenis dan waktu 
kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah 

kecamatan masing-masing. 

 

 
 



 

 

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, 

yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 11A 

 

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan berdasarkan 
alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi masing-masing 

wilayah kecamatan. 

 
  3. Lampiran Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 33 Tahun 

2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi 

Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Bengkulu 
Tahun Anggaran 2014 diubah sehingga menjadi Lampiran 

I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 
 

Pasal II 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 

  
  Ditetapkan di Bengkulu 

pada tanggal   24  Desember 2014                   

 

WALIKOTA BENGKULU, 

              
Dto. 

 

H. HELMI HASAN 

 
Diundang di Bengkulu 

pada tanggal,  24  Desember 2014 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU 

             

                                 Dto. 
 

             H. FACHRUDDIN SIREGAR 

 

 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR....39..... 

 

 
 


